
S A L I N A N 

 

 
BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 89  TAHUN  2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 197 TAHUN 

2019 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA 

SECARA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA 

BERGELOMBANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH LAUT,  

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 197 

Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dan 

Penghitungan Suara Secara Elektronik Dalam 

Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang belum 

mengatur ketentuan kewenangan pengadaan alat 

elektronik voting maka disesuaikan dengan kondisi 

keadaan sekarang; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 197 Tahun 2019 tentang 

Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Secara 

Elektronik Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara 

Bergelombang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1223); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan 

Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 37) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan 

Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2021 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 197 TAHUN 

2019 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN 

PENGHITUNGAN SUARA SECARA ELEKTRONIK DALAM 

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA BERGELOMBANG. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 197 Tahun 

2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Secara Elektronik 

Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 197), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

  

(1) Desa yang melaksanakan pemungutan suara secara elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati.  

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan 

kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan secara berjenjang untuk ditetapkan sebagai Desa yang 

melaksanakan elektronik voting. 

(3) Jumlah Desa yang melaksanakan pemungutan suara secara elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan keperluan dan 

kebutuhan serta kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan 

Desa. 

(4) Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada sebagian atau seluruh 

Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang. 

 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

 

(1) Perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

huruf c meliputi : 

a. perangkat keras/ hardware ; dan 

b. perangkat lunak/ software. 

(2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

atas: 

a. unit komputer; 

b. monitor layar sentuh; 

c. alat scan barcode; 

d. alat pencetak/printer; dan 

e. perangkat pendukung lainnya, seperti generator listrik, penyimpan 

daya, dan lain lain. 

(3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

aplikasi pemungutan suara. 

(4) Penyediaan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh: 

a. Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika atau 

sebutan lain sesuai ketentuan peraturan- perundang- undangan; 

dan/atau 

b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan- perundang- 

undangan. 

(5) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan/atau 

dikembangkan oleh: 
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a. perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika atau 

sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 

dan/atau 

b. pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi 

atau Pemerintah Daerah. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 27 September 2021 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

     H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 27 September 2021 

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT,     

       

 Ttd 

 

      H. DAHNIAL KIFLI  

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 89 


